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In the digital age, social media has become the primary means of
communication used by governments to disseminate information,
increase transparency, and strengthen interaction with the public.
However, the emergence of infodemics and the spread of fake news
have also reduced public trust in government institutions, especially
during and after the Covid-19 pandemic. This study uses a literature
review method with a descriptive qualitative approach to examine the
influence of social media on public trust in government institutions in
the post-pandemic context and ahead of the 2024 elections. The results
show that the use of social media by the government can improve the
quality of public communication, build a positive image, and
encourage public participation. However, challenges such as hoaxes,
disinformation, and low digital literacy worsen public perception and
hinder the effectiveness of government communication. Thus, a more
adaptive, transparent, and responsive digital communication strategy
is needed, including strengthening digital literacy, collaborating with
independent media, and presenting accurate and easy-to-understand
content, in order to restore public trust.
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Di era digital, media sosial telah menjadi sarana komunikasi utama
yang dimanfaatkan pemerintah untuk menyebarkan informasi,
meningkatkan transparansi, dan memperkuat interaksi dengan
masyarakat. Namun, kemunculan infodemi dan penyebaran berita
palsu turut menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga
pemerintah, terutama selama dan setelah pandemi Covid-19. Penelitian
ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif
deskriptif untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap kepercayaan
publik pada lembaga pemerintah dalam konteks pascapandemi dan
menjelang Pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemanfaatan media sosial oleh pemerintah dapat meningkatkan
kualitas komunikasi publik, membangun citra positif, dan mendorong
partisipasi masyarakat. Namun, tantangan berupa hoaks, disinformasi,
dan rendahnya literasi digital memperburuk persepsi publik serta
menghambat efektivitas komunikasi pemerintah. Dengan demikian,
diperlukan strategi komunikasi digital yang lebih adaptif, transparan,
dan responsif, termasuk penguatan literasi digital, kerja sama dengan
media independen, serta penyajian konten yang akurat dan mudah
dipahami, guna meningkatkan kembali kepercayaan publik.
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PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media sosial telah berkembang menjadi platform utama untuk
komunikasi dan pertukaran informasi. Selain itu, kemajuan teknologi memungkinkan
terjadinya komunikasi yang efisien, meskipun jarak fisik individu berjauhan (Ranti Eka Putri
et al., 2023). Media sosial memberikan manfaat sebagai wadah yang memungkinkan suara-
suara dari kelompok minoritas dan masyarakat terpinggirkan bisa didengar (Vaccari &
Valeriani, 2018)

Dalam bidang politik, media sosial telah dimanfaatkan menjadi saluran utama
penyebaran berita dan opini politik, mendorong diskusi yang lebih terbuka dan melibatkan
partisipasi aktif terkait masalah-masalah politik. Adanya media sosial ini menjangkau khalayak
yang lebih luas dan beragam, biasanya pemerintah menggunakan media sosial untuk
menggalang dukungan, mengkoordinasi kampanye, serta membentuk pandangan masyarakat.
Kemudian berbagai macam konten politik disebarkan melalui: platform seperti Facebook, X,
dan Instagram. (Nisangi & Solihah, 2024)

Perubahan pola komunikasi ini memberikan peluang bagi pemerintah dalam
membangun citra positif agar meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat melalui media sosial.
Kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah merupakan hal penting untuk
pembentukan keseimbangan sosial, ekonomi, dan politik. Kepercayaan ini menunjukkan
bagaimana masyarakat menilai kejujuran, kemampuan, dan keandalan institusi pemerintah
dalam menjalankan tugasnya (Sha, 2018).

Apabila kepercayaan masyarakat meningkat mereka cenderung lebih mendukung
kebijakan pemerintah, mematuhi aturan, dan bagi pemerintah hal ini dapat memberikan mereka
kebebasan dan ruang gerak yang lebih luas untuk menjalankan kebijakan politik dengan cara
yang lebih bebas serta efektif (Bauer & Fatke, 2014). Sebaliknya, penurunan kepercayaan dapat
meningkatkan risiko konflik sosial, ketidakpuasan, dan instabilitas politik (Porumbescu, 2016).
Tetapi dengan kemudahan pemanfaatan media sosial ini, muncul pula penyebaran informasi
yang tidak akurat, berat sebelah, bahkan palsu, yang dikenal sebagai infodemi (Tandoc et al.,
2018). Sehingga hal ini dapat mempengaruhi panadangan dan persepsi masyarakat terhadap isu
atau tokoh politik.

Sejak pandemi Covid-19 rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang
diekspresikan lewat media sosial mengalami peningkatan (Riefky et al., 2021). Pada masa
pandemi Covid-19 (2020-2022), Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam penggunaan
media sosial dengan penambahan puluhan juta pengguna aktif (DataReportal, 2020, 2021,
2022). Pemerintah saat itu memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait
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Ipandemi dan program bantuan. Sehingga masyarakat banyak yang mulai mengikuti akun sosial
media pemerintah termasuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Situasi ini
penting untuk dipahami dalam rangka mengetahui harapan masyarakat terhadap komunikasi
yang dilakukan pemerintah melalui platform media sosialnya.

Pemerintah telah berupaya menggunakan media sosial sebagai alat untuk transparansi,
membangun kedekatan, memperbaiki layanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat
(Bertot et al., 2010; Gohar F. Khan, 2017; Mergel, 2012, 2016; Nepal et al., 2015), infodemi
menjadikan masyarakat semakin tidak percaya. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya
telah mengungkap dampak infodemi selama masa pandemi saat itu dan menekankan peran
media sosial dalam penanganan komunikasi krisis, masih ada kekurangan penelitian dalam
memeriksa secara mendalam bagaimana pemanfaatan media sosial oleh lembaga pemerintah
tertentu, terutama setelah pandemi dan di tengah tantangan misinformasi terkait politik
menjelang Pemilu 2024, benar-benar mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang ada biasanya berfokus pada sisi negatif infodemi atau tanggapan umum
dari pemerintah, tetapi kurang mempelajari strategi komunikasi yang bisa disesuaikan oleh
lembaga terkait serta hubungannya dengan perubahan pandangan masyarakat tentang
kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
memperbaiki pengaruh media sosial terhadap kepercayaan pada lembaga pemerintah, dengan
mempertimbangkan dinamika informasi dan hambatan kepercayaan di masa setelah pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial terhadap kepercayaan publik
kepada lembaga pemerintah, dengan perhatian khusus pada kondisi setelah pandemi COVID-
19 di Indonesia dan tantangan disinformasi menjelang PEMILU 2024. Data penelitian ini
diperoleh dari sumber sekunder, yaitu artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional.

Media sosial memiliki dampak besar dalam komunikasi politik di era digital saat ini,
tetapi dengan kemudahan ini juga menyebabkan infodemi yang merusak kepercayaan publik
terhadap lembaga pemerintah. Melalui tinjauan pustaka, penelitian ini meneliti literatur terkini,
data penggunaan platform digital, serta penggunaan media sosial oleh lembaga pemerintah.
Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah dapat
meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat, meskipun infodemi sering kali
memperburuk keraguan publik. Penelitian ini ikut andil dalam mengisi kekurangan
pengetahuan dengan menggali strategi komunikasi yang disesuaikan untuk membangun
kepercayaan di era digital. Pada intinya pemerintah harus lebih mengoptimalkan konten asli
dan memastikan proses pengecekan data agar meningkatkan kepercayaan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Media Sosial dalam Komunikasi Pemerintah

Media sosial saat ini telah menjadi instrumen strategis dalam tata kelola komunikasi
pemerintah, seiring meningkatnya digitalisasi kehidupan masyarakat dan perubahan pola
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konsumsi informasi publik. Transformasi ruang komunikasi dari yang semula hanya
mengandalkan media konvensional menuju platform digital menjadikan media sosial sebagai
ruang yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif. Pemerintah memanfaatkan media
sosial karena karakteristiknya yang cepat, interaktif, fleksibel, dan adaptif terhadap dinamika
sosial. Di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin menuntut keterbukaan, kecepatan
penyampaian informasi, dan kemudahan akses, media sosial berperan sebagai jembatan untuk
memperkuat hubungan antara negara dan warga, sekaligus sebagai ruang untuk membangun
kehadiran pemerintah yang lebih dekat dan responsif.

Alasan utama pemerintah menggunakan media sosial dapat ditinjau dari kebutuhan
untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dua arah. Pemerintah tidak lagi cukup hanya
menyebarkan informasi secara satu arah seperti pada era media cetak atau televisi. Dengan
media sosial, pemerintah dapat mendengarkan langsung keluhan, aspirasi, dan pertanyaan
warga secara real time. Interaksi dua arah seperti ini memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk terlibat dalam isu publik secara lebih aktif. Hal ini sejalan dengan perkembangan
paradigma governance yang mengedepankan prinsip partisipasi dan keterlibatan publik. Selain
itu, media sosial memungkinkan pemerintah menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih
humanis melalui visual, narasi personal, dan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh berbagai
kelompok masyarakat. Dengan demikian, media sosial berperan memperluas jangkauan
komunikasi pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas engagement publik

Dari sisi transparansi, media sosial memberi ruang bagi pemerintah untuk menampilkan
proses administrasi, laporan kinerja, kebijakan terbaru, hingga program pembangunan secara
terbuka. Transparansi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kesadaran publik
terhadap hak memperoleh informasi yang akurat dan cepat. Media sosial memungkinkan
pemerintah memperlihatkan proses kerja institusi secara langsung, mulai dari pengelolaan
anggaran hingga pelaksanaan kegiatan publik, sehingga masyarakat dapat melakukan
pengawasan secara lebih mudah. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan
media sosial oleh instansi pemerintah berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik
karena masyarakat dapat melihat proses dan hasil kerja pemerintah secara lebih terbuka.
Kalimat ini didukung oleh hasil studi (Maulvi et al., 2023) yang menegaskan bahwa media
sosial memperkuat peran humas pemerintah dalam membangun citra keterbukaan dan
akuntabilitas.

Selain fungsi informasi, media sosial juga berperan penting sebagai wadah interaksi dan
dialog antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kolom komentar, fitur pesan langsung, atau
forum publik digital, warga dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik,
menyampaikan masukan, atau bahkan memberikan kritik terhadap kebijakan. Pemerintah dapat
memanfaatkan data interaksi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan. Studi (Maula & Prasetyo, 2023) mencatat bahwa interaksi publik melalui media
sosial memperkuat efektivitas komunikasi pemerintah dan meningkatkan persepsi masyarakat
terhadap kualitas pelayanan informasi publik. Interaksi yang bersifat inklusif ini juga
membantu pemerintah memahami kebutuhan, keresahan, dan preferensi masyarakat secara
lebih akurat, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat lebih relevan dan kontekstual.

Lebih jauh, media sosial juga digunakan oleh pemerintah sebagai sarana membangun
citra institusional melalui konten kreatif. Pemerintah kini banyak memanfaatkan format konten
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Iseperti infografis, video edukatif, storytelling digital, atau konten visual lainnya untuk
menjelaskan kebijakan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Strategi ini terbukti mampu
meningkatkan attention span publik yang selama ini menjadi tantangan dalam komunikasi
pemerintah. Pendekatan visual dan naratif tidak hanya memperkuat pesan, tetapi juga
membantu pemerintah menjangkau kelompok muda yang lebih familier dengan budaya digital.
Upaya ini sekaligus menjadi strategi branding pemerintah agar tampil sebagai institusi yang
modern, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.

Secara keseluruhan, peran media sosial dalam komunikasi pemerintah mencakup aspek
transparansi, penyebaran informasi cepat, interaksi publik, hingga pembentukan citra institusi.
Media sosial tidak hanya menjadi alat penyebaran informasi, tetapi juga bagian integral dari
tata kelola komunikasi pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Penggunaan media
sosial secara optimal memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan model
komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan humanis, yang pada akhirnya berkontribusi
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah.

Trust (Kepercayaan Publik) terhadap Pemerintah

Kepercayaan publik memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai produk yang
dihasilkan oleh pemerintah dari produk kebijakan sampai dengan produk pelayanan. Tingkat
kepercayaan publik yang tinggi mengindikasikan segala produk yang dihasilkan dapat diterima
oleh masyarakat dengan mematuhi segala kebijakan pemerintah. Namun tidak secara otomatis
kepercayaan publik akan meningkat dengan sendirinya, tetap ada konsekuensi ketidak
percayaan publik terhadap pemerintah. Hal yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan
publik menurun dapat terjadi karena terdapat banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang
tidak berkualitas. Mengindikasikan menghambat investasi, pembangunan sosial ekonomi, dan
kebijakan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kualitas pelayanan birokrasi
yang buruk, dan tidak ada keadilan penegakan hukum dari beberapa kasus yang telah diputus
oleh pengadilan dan seakan masyarakat percaya bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi
tumpul keatas. Menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah semakin hari semakin
meningkat, meskipun bukti empiris terbatas tentang menurunnya kepercayaan publik menjadi
pembahasan politik pada era tahun 1960an dan sampai pada era ilmu politik kontemporer,
perhatian kepercayaan publik pada pemerintah juga meluas pada kajian administrasi publik dan
pelayanan publik (Van de Walle & Bouckaert, 2003). Dalam era digital yang semakin
berkembang, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi semakin menghadapi
tantangan besar. Masyarakat kini lebih kritis dalam menilai kebijakan dan tindakan pemerintah,
terutama dengan adanya media sosial yang mempercepat penyebaran informasi serta
membentuk opini publik. Krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan isu yang
semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena seperti kebijakan yang blunder
dan persoalan penegakan hukum yang masih melanda negeri ini. Bagi sebagian orang, "kabur
aja dulu" adalah bentuk eskapisme, sementara bagi yang lain, ini adalah bentuk ekspresi
kekecewaan masyarakat terhadap para penyelenggara negara. Tagar ini mencuat sebagai
respons terhadap kesenjangan sosial, mahalnya biaya pendidikan dan minimnya lapangan kerja
di dalam negeri. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan
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Jerman menjadi tujuan favorit bagi mereka yang ingin mencari peluang lebih baik di luar negeri.
(Irhamdhika et al., 2025) Istilah ini muncul sebagai simbol perlawanan terhadap sistem
birokrasi yang dianggap lamban, tidak akuntabel, dan sering kali gagal memenuhi harapan
masyarakat. Keresahan inidipicu oleh berbagai isu nasional, termasuk ketidakpastian ekonomi,
lapangan pekerjaan yang semakin sulit, kebijakan yang kurang tepat, dan masalah penegakan
hukum. Fenomena ini juga terkait dengan tren "pensiun mini" di kalangan generasi Z, di mana
banyak dari mereka memilih berhenti bekerja di usia muda karena merasa tidak nyaman dengan
tekanan kerja, budaya kerja yang kurang sehat, atau kurangnya apresiasi dari atasan. Ditambah
lagi, krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin memperumit situasi ini. Banyak
anak muda merasa bahwa kebijakan ekonomi yang ada tidak mendukung mereka untuk
bertahan dalam dunia kerja formal. (Berita Siber, 2025) Hal ini berdampak negatif pada sektor
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan mendapatkan tenaga kerja loyal,
mengancam produktivitas dan stabilitas ekonomi masyarakat. Seiring dengan meningkatnya
pengaruh cancel culture, fenomena di mana individu atau institusi mendapat kecaman dan
boikot akibat tindakan atau pernyataan yang dianggap kontroversial, pemerintah menghadapi
tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan publik. Dalam konteks ini, peran
Hubungan Masyarakat (Humas) pemerintah menjadi semakin penting untuk memastikan
komunikasi yang transparan, kredibel, dan efektif dalam merespons dinamika opini publik.
Strategi komunikasi yang tepat tidak hanya berfungsi untuk mengelola krisis, tetapi juga untuk
memitigasi dampak negatif dari cancel culture serta mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi negara.

(Julita et al., 2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah ditunjukkan
melalui bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dan rakyatnya. Hubungan baik
antara pemerintah dengan Wajib Pajak harus senantiasa dipelihara sehingga akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (Ibrahim et al., 2020) menyatakan kepercayaan
kepada pemerintah merupakan sesuatu yang harus dikelola oleh pemerintah karena
kepercayaan tidak dapat secara tiba-tiba terbentuk tetapimembutuhkan proses. (Latief et al.,
2020) menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan
individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan
pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak. Kepercayaan terhadap sistem
pemerintahan akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Menurut
(Arismayani et al., 2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pemerintahan dan
hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, penulis
menyimpulkan pengertian dari kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan
masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap daripemerintah yang tercermin dari
kebijakan yang dibuat.

Hoaks dan Pengaruhnya pada Trust

Berita atau sering disebut Hoaks saat ini sudah dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat
dari remaja hingga lanjut usia, hoaks sudah menjadi hal yang biasa. Pada era sekarang berita
palsu menjadi ancaman menakutkan bagi masyarakat terutama dalam konteks kepercayaan
terhadap pemerintah. Sering kali, berita palsu muncul dalam berbagai variasi, termasuk
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informasi tentang kesehatan, politik, serta isu SARA (Tentriawali et al., 2020). Pengaruhnya
terhadap kepercayaan pemerintah sangat penting, karena berita palsu bisa menimbulkan
keraguan masyarakat terhadap kebijakan dan informasi dari pemerintah.

Menurut (Agustina et al., 2022) berita palsu adalah informasi yang telah dimanipulasi
kebenarannya, baik di tambahi informasi yang tidak tepat ataupun dikurangi dari isi berita yang
aslinya. Tindakan ini menyebabkan kecemasan masyarakat dan menimbulkan
ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah sebagai sumber informasi utama Hal ini juga relavan bagi
masyarakat luas, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh
berita palsu pada masa Pandemi Covid-19, terutama yang berkaitan dengan isu kesehatan.
Dalam bidang komunikasi, berita palsu dikategorikan sebagai noise dalam proses komunikasi.

Model komunikasi yang ditemukan oleh Shannon dan Weaver menjelaskan bahwa
terjadinya gangguan (noise) adalah fenomena yang biasa terjadi selama proses komunikasi.
Secara dasar, pesan yang dikirim oleh sumber informasi tidak selalu diterima secara utuh oleh
penerima akibat gangguan dalam mekanisme distribusi atau saluran yang digunakan (Milyane
dkk., 2022). Konsep ini bisa dicoba pada situasi di mana pemerintah bertindak sebagai sumber
informasi utama untuk memberitahu masyarakat tentang perkembangan terbaru pandemi
COVID-19. Dalam hal ini, gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi atau saluran
seringkali mengakibatkan pesan yang diterima oleh masyarakat menjadi tidak lengkap atau
bahkan berlebihan, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah
dan mengurangi efektivitas tindakan pencegahan pandemi.

Penyebaran berita palsu melalui platform media sosial adalah salah satu penyebab
utama ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Konten seperti berita palsu,
rumor, dan cerita menyesatkan cenderung menyebar lebih cepat daripada pernyataan resmi dari
institusi terkait, terutama ketika konten tersebut memicu emosi kuat seperti ketakutan,
kemarahan, atau asumsi negatif terhadap lembaga pemerintah. Keadaan ini menimbulkan
kebingungan di kalangan masyarakat yang secara bertahap merusak kepercayaan pemerintah
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk berita palsu yang sering membuat
publik tidak percaya berkaitan denga kebijakan ekonomi, layanan kesehatan, dan proses
PEMILU. Masyarakat lebih percaya dengan laporan tentang tuduhan korupsi dan
ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan tanggungjawabnya dari pada penjelasan
berdasarkan fakta dan data akurat. Menurut (Misrun et al., 2024), menjelaskan bahwa berita
palsu menyebar lebih mudah karena sifatnya yang mengejutkan dan kemampuan yang memicu
respons emosional. Selain itu, dampak berita palsu ini diperkuat oleh algoritma platform media
sosial, yang menghasilkan ruang gema di mana pengguna biasanya hanya melihat konten yang
sesuai dengan keyakinan yang sudah ada, yang berarti mereka jarang mempertimbangkan
pandangan lain. Pada akhirnya membuat perpecahan dalam kepercayaan publik terhadap
pemerintah semakin buruk, karena banyak orang mengandalkan informasi dari media sosial
tanpa mengecek kebenarannya.

Di sisi lain, pemerintah tetap menanggapi penyebaran berita palsu dengan pendekatan
responsif dan melindungi, sering kali pemerintah kalah cepat dengan penyebaran berita palsu.
Di samping itu, langkah penjelasan yang di ambil oleh pemerintah sering mengalami hambatan,
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karena masyarakat lebih cenderung memilih informasi yang sejalan dengan pandangan mereka
dari pada menerima pernyataan asli dari llembaga pemerintah.

Untuk menghadapi dampak penyebaran berita palsu terhadap kepercayaan publik,
pemerintah di upayakan melakukan pendekatan komunikasi publik lebih sigap. Termasuk
peningkatan pendidikan digital, pemanfaatan teknologi canggih untuk mendeteksi berita palsu,
serta kolaborasi dengan para ahli akademisi, dan media independen agar menyebarkan
informasih yang akurat. Penjelasan tersebut diusahakan disajikan dalam bentuk yang lebih
mudah dimengerti dan menarik, supaya bisa bersaing dengan berita palsu. Di samping itu,
keterbukaan dan kecepatan pemerintah dalam menanggapi berita palsu. Usaha ini bertujuan
agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus mengurangi dampak
negatif dari penyebaran berita palsu di era digital.

Keterbukaan dan Akuntabilitas di Media Sosial

Dalam dunia media sosial, keterbukaan dan akuntabilitas memainkan peran penting
dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan
organisasi publik, dengan memudahkan komunikasi dua arah, berbag informasi secara real-
time, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan pemerintah. Platform seperti
Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan pemerintah untuk dengan cepat dan
efisien menyampaikan tentang kebijakan, proyek, dan layanan publik, sehingga meningkatkan
aksesibilitas informasi dan pandangan publik terhadap keterbukaan (Tri Haryadi, 2024). Selain
itu, adanya fitur interaktif media sosial masyarakat bisa menyampaikan pendapat, kritik, dan
saran, yang meningkatkan responsivitas dan tanggung jawab lembaga pemerintah (Haryadji,
2024). Namun, agar potensi media ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya, hambatan seperti risiko
keamanan, penyebaran informasi pribadi, kesenjangan digital, dan literasi digital harus diatasi
dengan regulasi, analisis, dan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran (Haryadi,
2024).

Pendapat (Umma & Ahmad, 2025) penggunaan media sosial meningkatkan pandangan
tentang good governance yang baik dengan meningkatkan akuntabilitas dengan saling bertukar
informasi, kemampuan pemerintah dalam mengatasi sesuatu, dan interaksi real-time, seperti
yang disebutkan dalam literatur (Bertot et al., 2010) yang menekankan teknologi dan informasi
media sosial juga sebagai alat untuk keterbukaan dan anti-korupsi, kemampuan pemerintah
dalam kerja sama digital (Rahmanto, 2022). Menurut (Aldi Putra et al., 2024), keterbukaan dan
akuntabilitas adalah bagian kunci dalam membangun kepercayaan publik, dengan akses yang
lebih mudah terhadap informasi dan metode yang mampu mendorong diskusi yang terbuka dan
penuh pertimbangan serta pengambilan keputusan demi kepentingan publik. Walaupun usaha
ini masih memiliki kekurangan seperti rendahnya engagement mendalam (Aldi Putra et al.,
2024)

Salah satu hambatan besar yang di hadapi adalah ancaman keamanan dunia maya,
penyebaran berita palsu, literasi digital yang masih rendah, dan batasan sumber daya seperti
karyawan. Hal-hal ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas, walaupun sudah
memposting secara terus menerus dan visual konten yang menarik seperti video yang dibuat
untuk Gen Z (Haryadi, 2024; Putri & Marom, n.d.). Jadi untuk menangani hal ini, platform
media sosial perlu dijadikan wadah strategis yang terbuka, jujur, dan tanggap guna mendukung
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Ipembaruan tata kelola. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan memperbaiki akses internet,
mengadakan pelatihan tentang literasi digital, menetapkan peraturan yang tegas, menerapkan
prosedur oprasional standar (SOP), mendorong kerja sama antar tim, serta memperkuat
mekanisme pengawasan baik dari dalam maupun luar (Haryadi, 2024; Putri & Marom, n.d.;
Taufik et al., n.d.).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat penting dalam
komunikasi pemerintah, tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai ruang
dialog publik, sarana transparansi, dan strategi membangun citra institusi yang responsif.
Namun, infodemi, hoaks, dan misinformasi menjadi tantangan utama yang mengurangi
efektivitas komunikasi dan menurunkan kepercayaan publik, terutama di tengah rendahnya
literasi digital dan kesenjangan akses informasi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi digital yang
adaptif, termasuk meningkatkan literasi digital masyarakat, menyediakan konten yang akurat
dan menarik, memperkuat regulasi terhadap berita palsu, serta berkolaborasi dengan media
independen dan akademisi. Dengan langkah-langkah ini, kepercayaan publik dapat diperkuat,
mendukung stabilitas politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperbaiki
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi studi
lanjutan mengenai strategi komunikasi digital dan peran media sosial dalam membangun
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
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